RANCANGAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ........ TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengakibatkan terjadinya perubahan dalam
pengelolaan pembangunan, dan untuk mengakomodasi
kebutuhan pemerintahan daerah dalam mengatur dan
mengurusi urusan pemerintah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan maka perlu disusun rencana
pembangunan jangka panjang daerah;

b. bahwa Kabupaten Banyumas perlu perencanaan
pembangunan jangka panjang sebagai arah dan
prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan
dilakukan secara bertahap wuntuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP Daerah);

. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan
bupati/wali kota menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) kabupaten/kota
yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah  Pusat menjadi Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling
lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode

sebelumnya berakhir

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

2025-2045;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menetapkan

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 - 2045.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya
disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai
tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut RPJPD daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas
yang selanjutnya disebut RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi,
misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka
panjang untuk 20 (dua puluh).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya
disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang
selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan
Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Banyumas, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan
yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati
dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM
Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD



adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyumas.

BAB II
KEBIJUAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan,
dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20
(dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan
rencana tata ruang wilayah.

(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan
mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

(3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah

(2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

pedoman untuk menyusun APBD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan
untuk mewujudkan:
(1) konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan Daerah;
(2) konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
(3) konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;



(4)
(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator

kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 5
Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan Daerah dalam jangka waktu tertentu.
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan yang berlaku

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4
Rencana pembangunan daerah pada masa transisi dilakukan dan
didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2024-2026 sampai ditetapkan RPJMD 2025-2029.
Bupati pada masa jabatan tahun 2040-2045 menyusun RPJP Daerah
periode berikutnya.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati
pada tahun terakhir masa jabatannya wajib menyusun RKPD untuk
tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama masa jabatan

Bupati berikutnya.



BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal
BUPATI BANYUMAS,
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